
Sosialisasi Pedoman BKK Dana Keistimewaan
untuk Reformasi Kalurahan 2026

Jumat, 1 Agustus 2025

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil DIY



Dasar Pelaksanaan
1

2



Pengantar

Prioritas target Reformasi Birokrasi ditambah 3 
kegiatan utama
a. Penguatan PBJ Kalurahan; 
b. Pengisian Pamong Kalurahan yang Transparan, 

Obyektif, Akuntabel dan bebas KKN; dan 
c. Penerapan Budaya Pemerintahan)

BKK Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan 2026 dengan pagu awal Rp. 100 
juta/Kalurahan
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2

3 Prioritas target Reformasi Pemberdayaan 
Masyarakat kegiatan utamanya = Tahun 2025



Garis Besar Pedoman BKK Danais Reformasi Kalurahan 2026

Ruang lingkupnya meliputi : Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pelaporan 

Sistematika
Bab 1 Pendahuluan (Latarbelakang; Dasar Hukum; Maksud dan Tujuan; 

Sasaran)
Bab 2 Perencanaan dan Penganggaran 
Bab 3 Pelaksanaan (Prinsip Kegiatan; Sifat Kegiatan; Ketentuan Umum; 

Kegiatan)
Bab 4 Penatausahaan 
Bab 5 Pelaporan 
Lampiran 

a. Uraian Rincian Kegiatan Penggunaan BKK Dana Keistimewaan 
Reformasi Kalurahan

b. Format Proposal
c. Rencana Anggaran Biaya (RAB) (detail pada seluruh sasaran 

kegiatan)
d. Format Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 

Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan 



Pendahuluan

1. Dana Keistimewaan berbentuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Reformasi Kalurahan 
yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kalurahan 
dan Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

2. Maksud : Sebagai pedoman atau acuan dalam pengelolaan BKK Dana Keistimewaan 
Reformasi Kalurahan

3. Tujuan 
a. Terwujudnya kesamaan persepsi dalam pengelolaan BKK Dana Keistimewaan 

Reformasi Kalurahan.
b. Terlaksananya kegiatan secara tertib dan efektif.



Perencanaan

1. Lurah menyampaikan usulan rencana program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan 
Urusan Keistimewaan (Reformasi Kalurahan) kepada Gubernur melalui Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil DIY dengan 
tembusan kepada Paniradya Kaistimewan DIY.

2. Penyampaian usulan rencana program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan 
dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

3. Usulan rencana program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan Urusan Keistimewaan 
(Reformasi Kalurahan) ditandatangani oleh Lurah dan Panewu dan diketahui Bupati 
melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten.



Penganggaran

1. Penyusunan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) yang sumber 
dananya dari BKK Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan, mengacu pada Standar 
Harga Barang dan Jasa (SHBJ) Kabupaten.

2. Dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan. Dalam hal 
penganggaran BKK Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan belum dicantumkan dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, Pemerintah Kalurahan harus melakukan 
penetapan Peraturan Lurah tentang perubahan penjabaran APBKal.

3. Paniradya Kaistimewan bersama dengan Perangkat Daerah pengampu Urusan 
Keistimewaan (Reformasi Kalurahan) melakukan pencermatan, pembahasan, dan 
sinkronisasi terhadap usulan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan Urusan 
Keistimewaan (Reformasi Kalurahan).

4. Usulan program dan kegiatan serta kebutuhan pendanaan  yang telah 
disepakati berdasarkan hasil pencermatan, pembahasan, dan 
sinkronisasi dicantumkan dalam berita acara.



Pelaksanaan

Prinsip Kegiatan



Pelaksanaan

Sifat Kegiatan



Pelaksanaan

Ketentuan Umum

1. Tidak ada ketentuan persentase alokasi BKK Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan, namun 
harus secara proporsional mengakomodir kegiatan utama Reformasi Birokrasi Kalurahan dan 
Reformasi Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

2. Penggunaan BKK Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan tidak diperbolehkan untuk: 
a. pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara; 
b. pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor; 
c. pengadaan dan/atau peningkatan sarana prasarana aparatur sipil negara; 
d. peningkatan disiplin aparatur sipil negara; 9 
e. peningkatan kapasitas aparatur sipil negara; 
f. fasilitasi pindah/purna tugas aparatur sipil negara; dan 
g. pembayaran honorarium tim perencanaan dan penganggaran dan tim yang bersifat rutin.

3. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud pada angka 6 merupakan 
penyediaan yang tidak terkait langsung dengan pelayanan publik



Pelaksanaan
Kegiatan



Penatausahaan

Penyampaian Proposal dimulai bulan 1 - 29 Agustus 

1. Ditujukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil DIY

2. Proposal ditandatangani Lurah, Panewu dan Kepala Dinas 
PMK an Bupati, dilampiri KAK dan RAB

3. Menyampaikan Laporan Progres Penggunaan BKK Dana 
Keistimewaan Reformasi Kalurahan bulan Agustus tahun 
berjalan.

Penyampaian Proposal
1. Disampaikan hard copy (1 rangkap) dan Soft Copy
2. Soft Copy proposal (surat, KAK dan RAB) dalam bentuk pdf 

dikirimkan lewat googledrive
3. Soft Copy KAK dalam bentuk pdf dikirimkan lewat 

googledrive
4. Soft Copy RAB dalam bentuk excel dikirimkan lewat 

googledrive



Penatausahaan

1. Penyusunan KAK dan RAB wajib memperhatikan pada hasil assesmen dan 
kondisi/kebutuhan.

2. KAK dan RAB ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Kalurahan Tahun 
2026

3. Pembahasan KAK dan RAB dapat melibatkan Pendamping Lokal Desa (PLD), Lembaga 
Kemasyarakatan Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan

1. Sebelum menandatangani usulan proposal Kalurahan, Kapanewon 
dapat melibatkan Pendamping Desa, melakukan verifikasi dan 
validasi

2. Verifikasi dan validasi bertujuan agar KAK dan RAB sesuai dengan 
hasil assesmen dan RKP Kalurahan.

3. Kapanewon dapat dibantu Pendamping Desa memastikan, Kalurahan 
telah melaporkan progres penggunaan BKK Reformasi Kalurahan 
Tahun 2025 pada bulan (Agustus atau September)



Form Laporan Progres Penggunaan BKK Dana Keistimewaan 
Reformasi Kalurahan

Formulir
Penggunaan BKK Dana Keistimewaan Reformasi Kalurahan

Per 1 September 2025

No Kegiatan Utama Rincian Kegiatan Pagu Anggaran 
(Rp)

Realisasi Kendala/Hambatan SolusiAnggaran (Rp) % Fisik (%)

1 Pengembangan 
Sistem 
Akuntabilitas 
Kinerja Instansi 

1. penyusunan dokumen RPJM Kalurahan
2. penyusunan dokumen RKP Kalurahan
3. penetapan indikator kinerja lurah
4. penyusunan dokumen perjanjian kinerja lurah.
5. pengukuran kinerja

2 Pelaksanaan 
Pelayanan Publik 
Prima

1. Penyusunan dan Penetapan Dokumen Standar Pelayanan
2. Penyusunan maklumat pelayanan
3. Penyusunan dan internalisasi kode etik pelayanan
4. Penyelenggaraan Pelayanan Khusus
5. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Keterangan : Form Laporan Progres Penggunaan BKK dalam bentuk excel dikirimkan lewat googledrive



Pencairan dan Penyaluran BKK Dana Keistimewaan Reformasi 
Kalurahan

Catatan : 
Kalurahan wajib menyelesaikan laporan 
pertanggungajwaban penggunaan BKK 
Dana Keistimewaan Tahun 2025



Pelaporan

Catatan : 
Progres Pelaksanaan Rencana Aksi dan 
Penggunaan BKK Dana Keistimewaan 
Reformasi Kalurahan diaporkan secara 
periodik melalui Sistem Informasi Kalurahan 
(SINKAL)



MATUR NUWUN


